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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul “Hukum Responsif,
Tata Kelola, Negara dan Wajah Baru Keadilan di Masyarakat yang

Kritis ” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Melalui pembahasan yang disusun secara jelas dan komunikatif,
buku ini menguraikan bagaimana hukum responsif berkembang
dalam dinamika masyarakat modern, serta bagaimana tata kelola
pemerintahan, peran negara, dan meningkatnya kesadaran Kkritis
masyarakat turut membentuk wajah baru keadilan di era

kontemporer.

Buku ini diterbitkan untuk masyarakat umum, sehingga dapat
diakses dan dipahami oleh siapa pun yang membutuhkan
pemahaman terkait perkembangan hukum dan keadilan dalam
kehidupan sosial. Diharapkan buku ini mampu menambah wawasan,
meningkatkan kesadaran hukum, serta menjadi referensi dalam
memahami pentingnya keadilan yang lebih substantif di tengah

masyarakat yang terus berkembang.

Jakarta, Juli 2026

Tim Penyusun
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